
BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAUITSI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR sa/t/aoeg

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA PE.JABAT PERANGKAT DAERAH

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang a. bahwa untuk melalsalakan ketentuan angka 5
huruf A BAB I Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentarrg Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala
Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau
seluruh kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah
kepada Pejabat Perangkat Daerahl

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka Pelimpahan
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada
Pejabat Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentalg
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2079 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20O2 tentang
Komisi Pemberaltasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19
Nomor 197, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Mengingat



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2O2L tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tarnbaharr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undarg
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O8 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1O1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, TarrtbeJ:ran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22
tentang Huhungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 4,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega_ra Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi
Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OLO

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

l l. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (t-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2O2I tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21.

Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Talrun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2Ol8 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Torqla Utara Nomor 92);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6
Tahun 202O tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 202O Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor I 16);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ia Utara Nomor 4
Tahun 2O21 tentang Pengelolaal Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2O21 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);

3



16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor gTahun 2022 tentan
Beranja Daerah ;-"#"T,ffin""i:ffi,T,ffX
Anggaran 2023 (Le-mbaran Oaerah n"Orp"a".,Toraja Utara Tahun 2O22 Nomor g);

17. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36Tahun 2022 tenl
pendapatan o"* f;L"*?:::;" ,.ff:ffi;Tora.fa Utara Tahun Angga ran 2O23 tB..rJ"r""runKabupaten Toraja Uhra Tahun ZOZZ Nomor SO;.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan
Kabupaten Toraja U
/X11/2022, tanggat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Keuangan dan Aset Daerah
tara Nomor 9AO.97O/BKAD /1044

30 Desember 2022Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan D

MEMUTUSKAN:

perihal
aerah.
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: Melimpahkan Kekuas
Kepada pejabat 

";;;:i:,";:::I,:." 
Keuangan Daerah

: Pejabat sebagaimana dima_ksud dalam Diktum KESATUterdiri atas:
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan

Keuangan Daerah; dan
b. Kepala Satuan Kr

(sKpKD) 
","u, "nlL,Tl:;:*L i::ll-# ff::#(PPKD).

: Pejabat sebrgaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAbertugas sebagai berikut :
a. Sekretaris Daerah

Keuangan Daerah ,, "t'* 
Koordinator Pengelolaan

l. koordinasi o.r..ri"*o""i 
tugas:

2. koordinasi ., #I?'"11ffJffff"".::.#;,
APBD, rancangan perubahan APBD, danrancanga_n pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

3' koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan
APBD;

4. memberikan persetqjuan pengesahan DpA_SKpD;5. koordinasi pelaksr
pengelolaan u"r",*t* 

tugas lainnya di bidang

Peraturan ,"rrro.ng* 
daerah sesuai ketentuan

6. memimpin r*-:1:;:':1"11*"n,* 
Daerah



KEEMPAT

(TAPD); dan
7. melaksanakan tugas coordinator Pengelolaal

Keuangan Daerah lainnya sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang - undangan
b. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas dan

wewenang:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan

pengeiolaan keuangan daerah;
2. menyrrsun rancangan Peraturan Daerah (Perda)

tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
perubahan APBD , dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah
yang telah diatur dalam Perda;

4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
(BUD); dan

5. melaksanakan tugas SKPKD selaku. PPKD lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toraja Utara.
Keputusan ini mulai berlaku pada talggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeiiruan di dalamnya maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal e &itaari ?4?9

BUPATI TORAJA UTARA,

o IS BASSANG

5

KELIMA


